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. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu
ditetapkan indikator kinerja utama tingkat OPD;

. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf “a” di atas, perlu

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danfatau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintsh Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

22.Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 746).

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

acuan kinerja, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Benteng
atange : 11 Agustus 2023

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

Nomor  :233 Tahun 2023

Tanggal : 14 Agustus 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN SESUAI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-

W No | Tujuan _ Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
v 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Meningkatkan [ .
| ,. kemandirian Pelaku usaha _ MMWM%NH kemandirian pelaku 9,94 11,17 12,75 13,08 15,21 16,43
[ | Meningkatnya kualitas kelembagaan,
" | produktivitas dan daya saing serta Persentase kemandirian Koperasi
m | kemandirian pe hsaha dan BPR/LKM Mandiri 17,39 18,84 21,01 22,46 23,91 25,36
| |
m, _, Persentase Kemandirian UMK 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50
| [
G e daerah o P Kontribusi sekt
pasar guna ersentase kontribusi sektor
meningkatkan _ perdagangan terhadap PDRB 80 #,88 7.9 7,92 7,94 796
perdagangan dalam negeri |

Meningkatnya potensi keersediaan N
fasilitas ﬁﬂHn_.m.mmb.mmb. dan penguatan Persentase Fasilitas Humﬂﬂmm.ﬁmg 50 mm.m 5 mw‘m.v mmqﬂm 75 81 uwm

pengawasan perdagangan. yang memenuhi standar

Persentase terkendalinya harga
komoditas perdagangan 18 18 18 18 18 18

Kecukupan Komoditas
Perdagangan 100 100 100 100 100 100




_ | Mewujudkan reformasi I . ircirast
birokrasi perangkat | ndeks Reformasi birokrasi
“ el peranglat daerah 62 (B) 66 (B) 70 (B) 74 (B) 78 (B) 82 (B)
_ Meningkatnya nilai SAKIP Nilai SAKIP perangkat daerah 60 (B) 65 (B) 70 (BB) | 75 (BB) 80 (A) 80 (A)
|
1
M ﬁ Meningkatnya tertib administrasi
| pengelolaan laporan keuangan Laporan Keuangan OPD sesuai ; 3 3 ; ; :
| pemerintahan perangkat daerah Standar Akuntansi Pemerintahan peatal N e . P N
| sesuai SAP
| = S
“ anmEM,mwmﬂbw 2 Mwuﬁmrnmm pelayanan Indeks kepuasan masyarakat
| kepada masyarakat terhadap pelayanan perangkat 78 (B) 80 (B) 82 (B) 84 (B) 86 (B) 88 (B)
_ daerah
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